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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TOJO UNAUNA
NOMOR : W.24 HN.04.03-768
Fada har ini Rabu tanggal 18 bulan April tahun 2025 bertempat di Kantor

Wilayah Kementeran Hukum Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah
ini :

! Mama : Rakhmat Roraldy
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
Alamat . Jl Dewt Sartika No. 23 Palu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menter Hukum, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU,

. Nama MNasrun
Jabatan Dirsktur/Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tajo
Una-Una
Alamat - JIl. Burung Maleo RT 07 Kelurahan Ampana Kecamatan

Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una
Dalam ha! ini berindak untuk dan atee nama Pos Bantuan Myt Adeokat
Indonesia Tojo Una-Una, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA,
PIHAK terlebih dahulu menjelaskan

a PIHAK KESATU dalam hal ini menipakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah,

b. PIHAK KEDUA dalam hal ini marupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang lulus venfikasi dan akreditasi sebagai Pemben
Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d 2027 berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum Nomor M.HH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisas
Dantuan Hokum yang Lulus Verifikash dan Akreditas) sebagal Pamber Dantuan
Hukum Periode Tahun 2025 sd 2027 dan kKeputusan Menteri Hukum Nomor
M.HH-8.HMN 04,03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Omganisasi Bantuan Hukum yang




Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pember Bantuan Hukum Periode
Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C.

Uengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai berikut:

1

10.

11

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Momor 168 Tahun 2011 fentang Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Reapublik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Megara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Megara Republik Indonesia

T i EH-.'—"'r Hw. T -_LIIE};

Feraturan Pemerniniah Nomeor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Fembaran Bantan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tantang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mantert Hulum dan Hak Asasi Manusia Dl Momior 10 Takon 9045 santang
Peraiuran Pelaksanaan Peraiuran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2130);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 901}

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum {Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang
“rganieast dan Tats erja Memsentarian Hulum (Berita Manars Aasubll Inderanis
Tahun 2024 Nomor 832);

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 812);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigas
dan Mon Litigasi;

Keputusan Menteri Hukum Nomor M HH-5 HN. 0403 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai
Pembern Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 =.d_ 2027,

Meputiean Manter Uukum Momor MHHEHMO402 Tahun 3034 locdann
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terahredilas, Kembaii
sebagal Pembern Bantuen Hukum Periode Tahun 2025 s d_ 2027

Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.04.03-810 Tahun 2023
lentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hulowm;

Pl




14 Daftar |sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Revisi ke 01 Nomor @ SP DIPA-
135.11 2. 693116/2025 Tanggsal 21 Februar 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025,
dengean ketentuan sabagai berikut :

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1 Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit
kerja pade Kementerian Hukum selaku Penyelenggara Bantuan Hukum,

2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang meleksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah.

3. Panitia Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut Panwaspus adalah unit kerna
whusts O beweh koordings! Badan Pombinzan Hulany Mosisns! yang mermiik
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum

4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasds adalah unit kera
kKhusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang mermiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi lerhadap
penyalanggaraan bantuan hukum di dasrah

5. Sfandar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pecoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.

6. Pengawssan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan bantuan hukum baik
secara berkala maupun insidentil yang dilakukan secara langsung maupun bdak
GNGSUNT &agar sosus! denganm kobiaokan don kotontuan Feraturan perundang
undangan.

7. Evaluasi adalah penilaian atau pengukuran datam rangka perbaikan pelaksanaan
bantuan hukum,

8. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara slektronik yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang
pelaksanaan pemberian bantuan hukum

9. Har adslah hari kerja.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar
peiaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dar Anggaran
FPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
{2} Penanjian Pelaksanssn Dantusn Mulum i CETRHUSTT Uik mamberkan
Kepastian pambenan bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang

miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pember Bantuan Hukum
di Provinsi Sulawesi Tengah.




BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliput :
a. Pemberian Bartuan Hukum Litigast dalam Perkara Pidana, Perdata, danv/atau Tata
Usaha Negara, pada tahap
1)  PowykkanCugatanTemerkssan Pendabutuar
2} Persidangan di Pengadian Tingkat | |
3 Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding |
4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi: dan/atau
5)  Peninjauan Kembali.
b. PFemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan
1) Pemyuluban Hukum:
2)  Konsuitasi Hukum;
3) Investigasi Kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik:
4} Penelitian Hukum;
g8) Mediasi;
2 Wogosmsi;
) Pembergayaan Masyarakat;
8} Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
8) Draffing dokumen hukum.
€. Hak dan kewsajiban, jangka waktu, mekanisme penyelesaian perselisihan,
pef@anjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (addendum), sanksi, dan
keadaan kahar (fome majers)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Paan 4
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebapal berikut
a. PIHAK KESATU
1) Hak

a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan
dokumen hasil pemberian bantuan hukum;

b) Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apabila PIHAK KEDUA
melakukan pelanggaran terhadap Peranjian Pelaksanaan Bantuan
Hulkum ini.

2) Kewsjiban:

a) Menyalurkan anggaran pelaksansan bantuan hukum yang akan
diakzanshkan oleh PIMAK MEDUIA sasus densan Yabdiaban someriniah
dan peraiuran perundang-undangan;

b} Memfasiiitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan
hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan cleh PIHAK KEDUA:

C} Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.




b

PIHAK KEDUA
1) Hak:

Mengajukan tagihan jass atsu pencairan anggaran pemberian bantuan

hukum bagi orang miskin atau kelompok ocrang miskin kepada PIHAK

KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.

2)  Kewajiban

a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
Crang musmn JENgEN 3ENam-bainnya sesus dengan standar layenan
bantuan hukum dalam muang lingkup pekenaan yang diatur pada
FParjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl.

b) Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum
secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesual
dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.

c)  Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran  bantuan
nukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat &
(lima) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi)

d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
wina; her scislah pohortoan solossi Slsy dokumen poTEnganan

perkara aiterima (untuk kegiatan litigasi).

BABV
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pa=zal 5

(1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA

(2)

(3)

4)

untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin sebesar :

| No, | ENIS BANTUAN | Angganse e .
) ML |
S | _ Perkara/Kegiatan 2025 | Bantuan Hukum 2025
1 | UmiGAs! Rp. 12,000.000.- |
il —i - Rp. 14.700.000 -
2 | NON LITIGASI Rp. 2.700.000,- |

DSNGan Niean Se0agaimans Snampr,
Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bersumber dar DIPA Kantor Wilayah Kementadan Hukum Provinsi Sulawesl
TengahTahun Anggaran 2025.

Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menterd Hukum dan Hak Asasi Manusis
Republik Indonesia Nomor M. HH-01.HN, 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK
RECDUA lelap wajis memberkan bartusn hukum repeus orang alau kelompok
orang miskin secara mandin/probono,




{1)

[L
Lt

{1

12

(1)

(2}

{3)

)

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

FPaszal 6
PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi.
TeEmamaUuaT &N Svaluasi ssbagaimana dimaksud padas ayat (1) ditakukan cleh
Fanwaspus dan Panwasda, bak secara langsung maupun tidak langsung.

Fasal 7
Fengalinan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat
dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan
angaaran non litigasi ke non litigasi)
Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau
kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah terverifikasi
dalam Sidoankurm.

Pasal s

Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan

iebih lanjut dalam Peranjian Pslaksanasn Bantuan Hukum Tambahan

(#ddendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian

Felaksanaan Bantuan Hukum ini,

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dapat dilakukan

pada Trivutan || danfatau Triwulan Il Tahun Anggaran 2025 yang pefaksanaanya

dilakukan oleh BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat dengan mempertimbangkan
persentase serapan anggaran bantuan hukum dan/atau hasil pemantauan dan
evaluasl penyelenggaraan bantuan hukum

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan i

achagaimana ayat {2} diicksanchan dengan kotontuan ssbagai borilat:

a) Perjanjian Peiaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang
tersadia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari
FPemben Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan |l tidak
mencapai 50% dari anggaran yang tersedia:

b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannys tidak mencapai 50% hingoga
pada triwulan |l sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan paling
banyak 70% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi
Bantuan Hukum yang telah tersedia kepads Pember Bantuan Hukum Yang
telah menyerap 50% dari  anggaran yang lersedia, dengan
mempertmbanghan kotersedinan anggaran, Indeks Kinada Bamberi Bantuon
Hukum (IKP) dalam e-monev, dan/atau hasil pemaniauan dan evaiussi.

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan |

sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Peranfan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambshan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA, talah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari
Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan |1l tidak
mencapa: 80% dari anggaran yang tersedia;

b} Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 80% hingga




pada triwulan |I| sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh
sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah  menyerap 100% dar  anggaran yang tersedia, dengan
mampartimbangkan ketersediaan anggaran, Indaks Kinera Pember Bantuan
Hukum (IKP) dalam a-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi:

(8) Selain pengalhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4), pihak KESATU dapat melakukan Perjanjian Pelaksanaan
Santusn Vlukum Tambahan {addendum) stas kebijakan Dadan Pembinaan Hukur
Masional (BFHN) selaku Pantia Pengawas Pusat dan/atau kebigkan lain
pamerintah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan avaluasi,

{8) Dalam hal setelah Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
{@addendurm) dilakukan terjadi ketidakaktifan stau kurang aktif dan PIHAK KEDUA,
dalam pelaksanaan bantuan hukum, make PIHAK KESATU dapat melakukan
pengalihan anggaran kembali dangan ketentuan yang diatur kemudian

Pasal &

(1) Dalam hal Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) tidak
ditandatangani cleh PIHAK KEDUA sampai batas wakiu yang ditentukan, PIHAK
HESATU telap dapet mengalihkan anggersn dimaksud onps Forsatjuen ook
clahulu dan PIHAK KEDUA.

{2) Tidak ditandatangsninya Perjanjian Pelsksansan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU

BAB VI
JANGKA WAKTU

Fasal 10

(1} Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai beriaky sejak tanggal 02 Januari
<02% dan berahkhir podo fongool 09 Desamber DO2E.

(2) FiHAK KEDUA dapat mengsjukan permohonan pembayaran anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januar
ﬁﬂzﬁksampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini

erakhir.

(3) Dalam hal batas wakiu Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukarn
pembayaran pada tahun berikutnya

(4) Pembayaran anggaran bantuan hukum noniitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan

yang dilaksanakan pada tahun beralan sesuai berlakunya Perjanjian Pelaksanaan

Bantuan Hukum inl.

Pembayaran angsaran bantuan hukum Misast hanyo dilshukan untuk petuyy

yang pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai beriakunya

Perjanjlan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini,

(8) Pembayaran anggaran bantuan hukumn litigasi untuk perkara tahun anggaran 2024
yang berlanjut ke tahun 2025, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya beranjut pada tahun anggaran 2025

ey
LR
-

Pasal 11
Pendampingan perkara Litigasi atau pelaksanaan kegiatan Monlitigasi vang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan

=




tanggal 31 Desember 2025 tetap dapet dilakukan secara mandiriprobono tanpa
melalui APBN dan dilaporkan medalui fitur Bankum Mandin dalam Sidbankum.

BAB Vil
FENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

e d A
IOl | i

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukurn
kepada PIHAK KESATU berdasarkan persetujuan dari Ketua Panwasda,

(2) Persstujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan
kelayakan dokumen tagihan sesuai ketentuan sebagai dasar pembayaran atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan (reimbursement).

{3) Pangajuan dan persefujuan dokumen sabagaimana dimaksicd pada ayat (1) dan
(2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.

{4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilaksanakan melalu) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan
retentuan dan mekanisme yang Serlahe.

(v} FIHAK KESATU wajib mengunggan Surat Perintah Pencairan Dana (aP2D) dalam
aplikasi Sidbankum satelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK
KEDUA.

(6) FIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah diajukan
kepada PIHAK KESATL

(7} Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (6) dapat dianggap sebagai
pelanggaran.

Pasal 13
(1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukurm dar PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATLU diperhitungkan sebagai realisasi
anggaran
{2) Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagai objek pemantauan dan evaluasi

PIHAK KESATU serta menjadi dasar pertimbangan penetapan anggaran pada
tahun berikutnya,

BAE X
SANKS]

Pasal 14

(1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATU terdapat pelanggaran pelaksanasn bantuan hukum yang dilakukan sleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada
Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman
“opGic SPHN Nomor PHMOSS MM 04 08 tshum 2004 wntang Slandar Layanen
Bantuan Hukum

{2) Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana dibarikan sanksi
sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku.




1)

()

(3}

(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(4)

BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 15
PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
mamenuhi Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun
tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeure),

Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meklputi keadaan di luar kendall
dan kemampuan PARA PIHAK beorupa bencana alam, kebakaran yang tidak
disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisme.

Jika PIHAK KEDUA fidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Peranjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Force
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitabukan
secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah tefadinya Force Majeurs.

Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai
axibat terjiadinye Foros Majeure bukam merupsakan langgung jawab PIHAK

KESATU, demikian pula sebaliknya.

BAB Xl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16
PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk
sepenuhnya mengikull peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam hal teradi persalisihan antara PARA PIHAK yang tmbul dar atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ni
scdopot munghin discleasian secoro musyoworah unful mufokot serts she-

dijadikan sebagai bahan evaiuasi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
Biaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
gibebankan kapada PIHAK KEDLIA
Hal-hal lain yang belurn diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIMAK dalam Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukurm ini.
Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkait bantuan hukum maka Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini secars

langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
fermabut,




DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk
menandatangani perianjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibust dalam 2
(dua} rangkap, masing-masing dibubuhl dengan meterai, mempunyal kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR/KETUA PERKUMPULAN POS
. BANTUAN HUKUM ADVOKAT
INDONESIA TOJDUNA-UNA
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